
w
HATMAHERABUPATI BARAT

XEPUTUSAIT BI'PATI HALMAIIIRA BARAT
NOMOR : lrg.o/KpTs/ yt l2Dts

TENTANG

PEITEIAPAIT PE'ABAT PEMBUAT KO}IITUEIT
ITEGIATA.U PTIIGADAAIT BARAIYG/KOITSTRUI$TII.IASA KOITSULTASI
DAN JASA LAIITIVYA DI LITTGKI'P BADAIT PEITGELOI"AAIT I{EUAIYGAIY

DAIT ASET DATRAII KABT'PATTIT HALMAIIERA BARAT
?AIIT'il AITGGARAfi 2AIS

BT'PATI IIALUAIIERA BANAT,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal L2 ayat {2b) huruf b peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor To rahun 2aL2 tentang
Pembahan Kedua Atas peraturan kesiden Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2o1o tentang pengidaan
Barang/Jasa Pemerintah, yang mengamanatkan bahwa
dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan
yntuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat t}l
huruf g dikecualikan unhrk PA/KPA yang uertinaat sebagai
PPK, maka dipandang perlu ditetapkan pejabat pembuat
Komitnoen Kegiatan Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa
Konsultasi dan Jasa Lainnya Di Lingkup Badan pengelolaan
Keuangan dan Aset Daeratr Kabupaten Harmatrera Barat
Tahun Anggaran 2O15;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a., prlu menetapkan Keputtrsan Bupati tentang
Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan pengadaan
Barang/Konstnrksi/Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya Di
Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
I(abupaten Halrnahera Barat Tahun Anggaran 2O1S;

Mengingat : 1. Undang-undat g Nomor 6O Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun tgSZ tentang
Pembentukan Daerah-daerah swatantra Tingkat II Datam
wilayah Daerah swatantra Tingkat I Maluku menjadi
Undang-undang;

2. Undanyundang Nomor 6 Tahun 2AOO tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 4O Tahun Lggg tentang
Pembentukan Provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nornor 1 Tahun 2OO3
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara,
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan

tentang
Kabupaten
Kabupaten
di Provinsi

Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tatrun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara pernerintah hrsat dan
Daerah;

5. Undang-undang Nomor L2 Tahun 2OLl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

6. Undanyundang Nomor 23 Tahun ZOl4 tentang
Pemerintatran Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor SB Tahun 2OOs
Pengelolaan Keuangan Daerah;
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OAT tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun ZAOG tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

1O. Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2OlO tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3
Tahun 2Ot4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2415;

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan Drs, M. Syahril Abd, Ra{iak, M,Si, NIp.
1966042o t9920g 1 OO9, Pangkat Pembina Utama Muda,
GoI Ruang tV I e sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Pengadaan BaranglKonstruksi/Jasa Konsultasi
dan Jasa Lainnya Di Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2015.
Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pengadaan
B.arang I Jasa Pemerintah dan perubahannya;
Spesifikasi tanda tangan dan paraf Pejabat pembuat
Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu,
tercantum sebagai berikut :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

PE.IABAT PARAF

Sekretaris Daeratr d:
Ass.Bid.Eko.Pemb. & Kesra t1
Kepala BPKAD r- /
Kabag. Hukum & Orgs. 'wl

Ditetapkan di :

pada tanggal:
Jailolo
lZ X,tfrr, 2015

BUPATI HALMAHER4//BARAT,

/rr/
NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku utara di rernate,
2. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

SPESIMEN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TANDA TANGAN PABAF

{L
KEEMPAT : Kfiutusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

/


